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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Swt, yang
telah memberikan karunia, berkah, rahmat, ridho dan
hidayahNya sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas
dan profesi masing-masing dengan baik. Shalawat serta salam
dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw, ahli bait, para
sahabatnya, dan masyarakat Indonesia yang telah memberikan
syafa’at, teladan akhlak yang mulia dan memberikan
pengajaran dan pendidikan yang baik kepada manusia secara
universal.

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan
dengan status hukum benda wakaf. Melihat perkembangan
hukum wakaf yang menggembirakan dalam ranah hukum
Indonesia, di mana wakaf sebagai suatu kedermawanan dalam
Islam yang sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakatnya
sejak dahulu dimulai pada masa Rasulullah Saw. Di Indonesia
perbuatan wakaf sudah ada sejak kedatangan Islam di
Indonesia. Demikian pula halnya, keberadaan wakaf sudah
dijalankan dalam kehidupan masyarakatnya termasuk di
Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang terletak
di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

Meskipun telah hukum perwakafan di Indonesia sudah
diakui sebagai hukum negara, yaitu dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan
diikuti dengan peraturan perundang-undangan wakaf lainnya.
Namun hal itu tidak menjadikan perwakafan di Indonesia
menjadi tidak rentan dengan permasalahan hukum, terutama
aspek status hukum harta benda wakaf tersebut. Hal ini
diakibatkan banyak sebab, diantaranya tidak tercatatnya harta
benda wakaf pada lembaga yang telah diberikan
kewenangannya oleh negara, tidak ketahuan Nazhir mengenai

tugas dan wewenangnya, tidak pahamnya masyarakat
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9. Para Camat di Kota Palembang dan Camat Kabupaten
Banyuasin dan staf.
10. Para Lurah/Kepala Desa di Kota Palembang dan Kabupaten
Banyuasin 1 dan staf.
11. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam
rangka penelitian ini.

Agar Allah Swt membalas kebaikan berbagai pihat atas
semua bantuan berupa moril, materil dan fasilitas yang
diberikan kepada penulis selama dalam penelitian. Sekiranya
penelitian di bidang hukum perwakafan ini dapat memberikan
sumbangsih dari aspek teoritis dan praktisnya. Amin yra.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 16 Desember 2017
Penulis,

Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H
NIP. 196909231996032005

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner



2. Pengelolaan Wakaf, Peruntukan dan

Kemanfaatan Benda Wakaf .........ccccovvivnnmmmiisnsannes 59
D. Persoalan Perwakafan Di Indonesia.. ........ccueussseunne: 68
1. Status Harta Benda Wakaf dan Perubahan Status
Halouminge . 200 000 R o) L b 68
2. Cara Penyelesaian Tanah Wakaf Menurut
Hukum ISIam ... .....cocnreeneruesacssonionsoisnpossensssasasassassasssoss 76

WAKAF DI SUMATERA SELATAN ...cccoceusumnnsnssasnsssssasnssnses 83
A. Provinsi Sumatera Selatan .......ccccoeeiveniininsiessssnesnnee 83
1. Kotamadya Palembang..........cococecociiiniiiiisnesncasnens 87
a). Kecamatan Kertapati.........cocoeveinimveiinenininceen: 99
b). Kecamatan Bukit Kecil......cooveiiiiiiinnnnenne 103
2. Kabupaten Banyuasin.........coccmenmicmisinnnnnnnnns 105
a). Kecamatan Banyuasin L., 105

BAB IV PEMBAHASAN: ANALISIS HUKUM TERHADAP
STATUS HARTA BENDA WAKAF DAN KEMASLAHATAN
PERUNTUKANNYA BAGI MASYARAKAT DI SUMATERA

GELATAN .ocvureussasessmssessssssmisssssssssssssssssssssasssssssissssssssssssssnsssasssnss 123
A. Pelaksanaan Perwakafan Di Kotamadya
P ALOTIDATIE .c.osr i asabsbssornedennitbes hon NG SN B 8 123
1. Praktik Wakaf di Kecamatan Bukit Kecil ............. 123
a). Kelurahan/Desa 22 Ilir .......cc.vvnnrininnnnce., 127
b). Kelurahan JDesa 24 1t S i 129
2. Praktik Wakaf di Kecamatan Kertapati................. 130
a). Kelurahan /Desa Kemang Agung.................... 139
b). Kelurahan/Desa Kemas Rindo ................... 141
¢). Kelurahan/Desa Kertapati.................ccc.......... 144
B. Pelaksanaan Perwakafan Di Kabupaten Banyuasin......... 146
1. Praktik Wakaf di Kecamatan Banyuasin 1............ 147
a). Kelurahan Mariana.............ccooumiiciinnionnnnn.n. 147
ix

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf terkait erat dengan kehidupan seorang muslim.
Seseorang tidak akan sampai pada derajat keimanan apabila
belum dapat memberikan sesuatu yang paling berharga.’
Perbuatan ini disebut wakaf. Wakaf sebagai perbuatan hukum
sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia, sejak
Islam masuk ke Nusantara.2 _

Pada tataran kajian filosofis berwakaf, berbeda dan lebih
unggul dari aspek ketahanan bendanya dibandingkan dengan
zakat, infaq, shadagah dan hibah. Wakaf harus dipertahankan
asetnya, dengn demikian manfaatnyapun terus menerus. Oleh
karena itu, aset harta wakaf tidak semestinya didiamkan daIT
tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijatan filosofis ini
wakaf menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang

berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula.?

Diriwayatkan dalam hadist, bahwa Umar bertanya
kepada Rasulullah tentang keinginannya untuk
menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur
untuk kepentingan umat. Rasulullah menjawab , yang intinya

ialah untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya (

' Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyeleng_gara Penterjemah/Pentafsir
Al-Qur’an, Intermasa, Jakarta, 1993, Al-Quran, surat Ali Irnraq ayat 92 (Allab swit
berfirman: Kamu tidak akan men!peroleh k_ebarkan kecuali kamu belanjakan
sebagian harta yang kamu senangi), lihat al-Hajj ayat 77 (Allah Swt memerintahkan
agar manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia), al-Baqarah ayat 267
Allah Swt memerintahkan belanjakanlah sebagain harta yang kamu peroleh dengan
baik-baik), al-Maidah ayat 2 (Allah Swt berfirman agar manusia suka tolong
menoling dalam mengerjakan kebaikan dan jangan sekali-kali tolong menolong
dalam hal mengerjakan keburukan)

2 Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Abdul Manan, 2012,
Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 235

? Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sumuran Harahap, dalam al-4wgf, Jurnal
Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf
Indonesia, Jakarta, 1 Januari 2011, Hal. 89
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3. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya.?

4. Fungsi harta benda wakaf bagi masyarakat, bahwa wakaf
berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk
memajukan kesejahteraan umum.!?

5. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai
berikut; wakif, Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf,
peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf."

Dalam Undang-Undang Wakaf dinyatakan, bahwa harta
benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan
dikuasai oleh Wakif secara sah.1? Berkaitan dengan pernyataan
dalam pasal tersebut dapat dimaknai, bahwa status harta benda
wakaf harus berdasarkan kepemilikan yang sah dari wakif, bila
tidak maka harta tersebut tidak dapat diwakafkan. Sinonim waqf
yang sering ditemukan disejumlah literatur ialah habs waqafa
dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna
menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat.”

Harta benda yang dapat diwakafkan dalam perspektif
hukum Indonesia adalah benda tidak bergerak dan benda
bergerak.!* Perbedaan lembaga tempat pengikraran harta wakaf
tanah dan wakaf uang. Berdasarkan pada aturan-aturan hukum
wakaf berlandaskan pemikiran hukum positif. Warna yang
sangat ditonjolkan dalam pemikiran hukum positif, adalah
hukum yang formalistik dan bersifat objektif.!> Aturan hukum

? Ibid., Pasal 4

'" Ibid.,Pasal 5

"' Ibid., Pasal 6

" Ibid., Pasal 15

¥ Hukum Perwakafan di Indonesia, Abdul Halim, Tangerang, Ciputat Press,
2005, Hal. 6

' Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16

Pemikiran Hukum Positif Dan Sejarah Hukum Sebagai Landasan Filosofis

Legislasi Hukum Islam, Abdullah Gofar, Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Pascasarjana,
ISSN: 1412-744, Vol VI No 4 Januari 2008, Hal. 3

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H_3

Scanned by CamScanner



wakaf bersifat formal dan obyektif. Wakaf sebagai tradisi dg
rflasyarakat Islam berjalan sesuai dengan aturan agama yaam
tidak formal dalam tataran kenegaraan. Sekarang masvara[?ag
diformat dan diarahkan dalam tatanan mekanistik, Serb‘a tertu;
dan teratur dengan menonjolkan asas kepastian hukum.
Beberapa indikator yang terdapat dalam undang-undang
wakaf, yaitu pemikiran progresif tentang wakaf produkif,
penguatan kelembagaan wakaf secara nasional, penataan
administrasi manajemen wakaf, dan penegakan hukum

perwakafan.” Untuk kepentingan itu, perlu dikaji status harta

benda wakaf dalam perspektif hukum dalam kehidupan sosial

keagamaan masyarakat, untuk penguatan wakaf yang

berkemashlahatan yang berkelanjutan.

Studi kasus yang ada di masyakat, masih
harta benda wakaf tidak terpelihara, hilang lenyap dan terjadi
ta benda tersebut. Salah satu

sengketa terhadap status har
sebabnya, karena praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia
kinkan rentan terhadap

masih konvensional yang memung
berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di

banyak terjadi

pengadilan.*®
Ketidak jelasan status harta benda, peruntukan harta

benda wakaf, tidak dituliskan akad ikrar wakaf, pengelolaan
harta benda wakaf yang tidak profesional menjadi
permasalahan di masyarakat. Praktik wakaf dalam kehidupan
masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien
sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak

16 Filsafat Hukum: Perspektif Sej :
! jarah, Raisul Muttagien, terjemahan The
Philosophy of Law in Historical Perspective, Ca e, ia,
Bandung, 2004, Hal. 259 + Carl Joachim Freiderich, Nusa Mef
24 Aﬁmﬂfm‘;ﬁ l?::ﬁ:fosm; u:/akaf Produktif Di Indonesia, Firman Muntad®
5 ’ Iran um I 5 ; '-_._ i
1. April 2015, Hal. 83 slam-ISSN 0854-4603 Volume 25, NO™=

'¥ Abdul Manan, Op.Cit., Hal. 235
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terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke

tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.”

Harta benda wakaf seharusnya dijaga, karena bila tidak
akan merusak nilai-nilai dasar dari ajaran berwakaf yang
semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan
bagian dari ibadah kepada Allah Swt.2 Salah satu upaya efektif
agar status harta benda wakaf jelas dalam ranah hukumnya,
adalah perlu dicari pemecahan permasalahan hukum dengan
cara mencari akar masalah dalam kehidupan sosial masyarakat
terkait dengan efektifitas hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (2011:26),
adalah sebagai kaidah, sebagai sikap tindak atau p
teratur, dan membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum
tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepaturah
pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap
sikap tindak atau perilaku yang bersifat negatif maupun positif.

Dalam upaya penemuan hukum (rechtsvinding) terhadap
masalah yang akan diteliti terkait dengan penerapan hukum
(rechtstoepassing), yaitu menerapkan peraturan hukum yang
abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa
kongkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar
peraturan hukumnya dapat diterapkan.?!’ Hasil penemuan
hukum oleh peneliti hukum bersifat teoritis, sehingga hasil
penemuan hukumnya bukan merupakan hukum, melainkan
hanya sebagai sumber hukum (doktrin).

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan
penelitian yang berkaitan dengan status harta wakaf yang

fungsi hukum
erilaku

o A]-:;( Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, Firman Muntaqo
-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, ISSN 0854-4603, V \
R , Volume 25, Nomor 1,
2? Abdul Manan, Op.Cit., hal. 235
Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikn i
Yogyakarta, 1998, Hal, 36.37 o Mertokusumo, Liberty,
2 Ibid., Hal. 65
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Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin sebagai
sumbangsih pemikiran hukum Islam di bidang hukum wakaf
terutama bagi pengembangan ilmu hukum wakaf itu sendiri.

2. Tataran praktis, penelitian status hukum harta benda wakaf
di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin ini
dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang
berkompeten di bidang kajian perwakafan secara umum dan
praktisi di lembaga perwakafan di Indonesia, baik di
instransi pemerintahan maupun lembaga wakaf swasta.
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi
pengajaran, pendidikan, penyuluhan dan pengembangan
bagi penelitian-penelitian serupa, terutama terciptanya
kepastian hukum bagi status harta benda wakaf yang berada
di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan.

E. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan adalah teori Kemashlahatan. Teori
ini digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan
penelitian yang akan dilakukan terhadap status harta benda
wakaf yang ada di masyarakat di Kotamadya Palembang dan

Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan pada tujuan hukum adalah

untuk mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia yang

bersifat dharury (primer), hajiy (sekunder) dan tahsiny (tersier)

Sebagai berikut.

1. Dharury. Ketentuan hukum yang dapat memelihara
kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan
memelihara kemashlahatan (kepentingan) masyarakat (wakif)
atas keabadian harta benda wakafnya agar berkemaslahatan
perkelanjutan, berdasarkan status harta benda tersebut.

2. Hajiy. Ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mu kallaf
untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar untuk
mewujudkan ketentuan dharury. Dalam hal ini hukum

Dr. Ulya Kencana, S.Ag.,, M.H_7
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disekelilingnya.” Pengertian  hulgyy,

menurut bahasa mengandung makna sebagal berikut.
dat yang secara resmi dianggap mengikag

asa atau pemerintah;
an sebagainya untuk mengaty;

dengan masyarakat

a. peraturan atau a
yang dikukuhkan oleh pengu

b. undang-undang, peraturan d
pergaulan hidup masyarakat;

c. patokan (kaidah, ketentuan
tertentu;

d. keputusan (pertimbangan)

(dalam pengadilan); vonis.
Dapat diartikan pengertian status hukum dalam

penelitian ini adalah kedudukan harta benda wakaf menurut

peraturan, yaitu peraturan perundang-
hukum asalnya, yaitu hukum wakaf Islam.

) mengenai peristiwa  yang

yang ditetapkan oleh hakim

undangan wakaf dan

2. Harta Benda Wakaf
Secara etimologi wakaf berarti al-habs (menahan). Wakaf

menurut terminologi, ialah menahan suatu barang dan
memberikan manfaatnya (tahbiisul ashl wa tasbiilul), tahbisul ashl,
yaitu menahan barang. Pengertian al-ashl adalah jenis barang,
seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa
dengannya. Wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak
ataupun yang tetap.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
mendefinisikan wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

2% Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Departemen
Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 1090

27 Ibid., Hal. 410

2 asy-Syarbul Mumti' Kitaabul Wagqf wal Hi ]

. / \ ibah wal Washiyyah, Cetke-l,
Syaikh Muhammad bin Shalih al-*Utsaimin, Daar Ibnil Jauzi, 2(]};'}?5 m/1326 H.
penerjemalhqAbu H:::'fahr 2008 M/1429 H, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat -

t o ] o y . P ¥
Menurut al-Qur’an as-Sunnah, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jakartd, h] ]
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waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperlyan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’gh 2

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20
Wakaf dilegalisasi oleh negara, bahwa tradisi
dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk harta benda tidak
bergerak,® yaitu berupa tanah, bangunan (rumah, masjid dan
madrasah/sekolah Islam), tanaman dan lain-lain. Pasca
legalisasi Undang-Undang Wakaf (2004), masyarakat dapat
berwakaf dengan harta benda bergerak berupa uang tunai,
serta wakaf uang tidak berupa uang tunai.»

04 tentang
berwakaf

iz Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 Paragraf
I:Benda Tidak Bergerak, yaitu: Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf a meliputi: a.hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b.bangunan
atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a:
c.tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah: d. hak milik atas satuan
rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan e.benda
tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari’ah dan Peraturan
Perundang-undangan

¥ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22 Paragraf 3
Benda Bergerak Berupa Uang. yaitu : (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah
mata uang rupiah. (2) Dalam hal vang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang
asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. (3) Wakif yang akan
mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a.hadir di Lembaga Keuangan Syari’ah
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
b.menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan:
c.menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU: d. mengisi formulir
pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW. (4) Dalam hal Wakif tidak
dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat
menunjuk wakil atau kuasanya. (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda
bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir
menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 19 Paragraf 2:
Benda Bergerak Selain Uang, yaitu: (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak
karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan
undang-undang. (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat
dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. (3) Benda bel:gerak
yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan
bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. (4) Benda bergerak yang
tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan
ketentuan prinsip syari’ah. Pasal 20: Benda bergerak karena sifatnya yang dapat
diwakafkan meliputi : a.kapal; b.pesawat terbang; c.kendaraan bermotor; d.mesin

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H_11
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kebaikan, manfaat, kepentingan.»

Maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan
(keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan
adalah kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.” Pengertian
masyarakat, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya
dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.*
Makna masyarakarat dan umat dalam pengertian penulisan
disertasi ini sama. Umat adalah para penganut (pemeluk,
pengikut) suatu agama; penganut nabi; makhluk manusia.*
Penganut ajaran Nabi Muhammad Saw, yaitu pengikut agama
Islam khususnya dan makhluk manusia pada umumnyd.
Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat Indonesia
vang terikat oleh kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan
Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap
satu. Umat memiliki pengertian sama dengan manusia pada
umumnya sebagai masyarakat.

6. Palembang
Kebanyakan masyarakat menghubungkan nama Palembang

dari kata limbang yang mendapat imbuhan pe. Kata limbang
menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti melimbang atau
mencuci (emas, intan, beras, dsb) dengan cara mengayak dalam
nyiru. [mbuhan pe- menyatakan tempat.” Salah satu mata
pencaharian penduduk di Palembang zaman dahulu adalah
melimbang emas di Sungai Tatang.

% Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetke-2, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hal. 634

37 Ibid., hal. 720 :

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Op.Cit., Hal. 721

3 Ibid., Hal. 1242 _ o

4 wamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat
Pembinaan dan Pengembang Bahasa, 'Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 593

41 [ndonesia: Welcome o the City of Palembang the Land of Sriwijaya, Dinas
Pariwisata Palembang, 2000, Hal. 1 :
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atus harta benda wakaf yang ada tig,,
Indonesia yang masih konvensiop,
hadap berbagai masalah dan tidg)
sedikit yang berakhir di pengadilan.f's Nazhir sebagai pengelo],
wakaf, Lembaga negara yang berwenang  mengurys;

perwakafan di Indonesia belum efektif dalam menjalankan
perannya, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan

wakaf yang belum merata.
Hukum wakaf dalam Islam adalah sunnah, namun

pelaksanaannya sangat sulit sekaligus disukai oleh Allah Swt
taranya adalah

terjadi sengketa akibat st
jelas. Praktik wakaf di
memungkinkan rentan ter

Ukuran keimanan seseorang salah satu dian
memberikan harta yang paling berharga untuk diberikan bag;
kepentingan orang banyak.Status kepemilikan harta beralih dari
kepemilikan individual menjadi kepemilikan publik, yang
dinamakan sebagai harta benda wakaf.

Perkembangan pemikiran baru tentang wakaf produktif
memiliki dua visi untuk menghancurkan struktur-struktur
sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk
mensejahterakan umat [slam.5Dinamika hukum wakaf di
I[ndonesia terus bergulir seiring perkembangan hukum bisnis di
Indonesia.Sekarang perwakafan dapat dikembangkan melalui
sistem bisnis yang mapan.Sesungguhnya hal ini dapat
dilakukan, karena perwakafan merupakan bidang hukum
ekonomi Islam yang sifatnya dinamis dapat dilakukan inovasi
dalam pengelolaan harta bendanya.

Dalam hukum Islam banyak pergulatan pemikiran
tentang hukum wakaf, namun esensi dari pada pengelolaan
harta benda wakaf, adalah mempertahankan aset bendanyd
yang pada akhirnya bertahan pula kemanfaatannya. Dengan

:: Abdul Manan, Op.Cit., Hal. 235
Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan K esejahteraan
di

Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia), Abdurrahman Kasdlh
Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 44, No. II, 2010, Hal. 796
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mempertahankan kemanfaatan harta benda wakaf yang pad
akhirnya harus mengabadikan aset benda wakafnya. Halltir?i
terkait erat dengan status kedudukan hukum harta benda wakaf
rersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

1. Wakaf dalam Hukum Islam

Kata wakaf tidak disebutkan di dalam al-Qur’an dan al-
Hadist. Pengertian wakaf berasal dari istilah dalam hukum
[slam.Wakaf bermakna berhenti atau berdiri (waqafa-yaqifu-
wagfan). Dalam istilah, wakaf adalah menahan harta yang
mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau
merusakkan bendanya (ain-nya) dan digunakan untuk
kebaikan. |

Perlu memahami pengertian dan fungsi tanah wakatf.
Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, dan
sebagai shadaqah jariyah. Selama barang yang diwakafkan
dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya,
pahalanya tetap mengalir, meskipun si wakif (orang yang
memberi wakaf) telah meninggal dunia. Wakaf merupakan
salah satu ibadah kebendaan yang penting dan secara ekplisit
tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran.

Wakaf berasal dari waqf yang berarti  radiah
(terkembalikan), al-tahbis (tertahan), altasbil (tertawan) dan al-
man'u (mencegah).6! Disebut denganal-habs (al-ahbas, jamak).
Secara bahasa, al-habs berarti al-sijn (penjara), diam, cegah,
rintangan, halangan, #tahanan,” dan pengamanan. Gabungan
Kata ahbasa (al-habs) dengan al-mal (harta) perarti wakaf (ahbase
al-mal).62

—

60
Cetk lE'e‘"“’fikafan Tanah di Indonesia: Dalam T
K¢-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2002 i
Figh al-Sunnah, SayidSabiq, Dar al-Fikr, B¢l
Ibid,, Hal. 62

Alabij,

eori dan praktek, Adijani al-

rut, 1994, Hal. 61

5
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untuk menyerahkan harta benda oo gy
untuk diurus oleh nadzir (orang yan}:gal:fe:gltr:'zlsklh:rzara lfahf
demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat wakaf),
Rukun wakaf sebagai berikut. |
1) Orang yang berwakaf (wakif), syaratnya yaitu kehendak
sendiri dan berhak berbuat baik walaupun non Islam.
2) Sesuatu (harta) yang diwakafkan (maugquf), syaratnya :
a) Barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap
haknya, berfaedah saat diberikan maupun dikemudian

hari.

b) Milik sendiri, walaupun hanya sebagian yang diwakafkan
atau musya (bercampur dan tidak dapat dipindahkan
dengan bagian yang lain).

3) Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu),
yakni orang yang memilki sesuatu, anak dalam kandungan

tidak sah.
4) Akad, misalnya: “Saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah

k mampu dan sebagainya, tidak perlu gabul

orang yang tida
yang bersifat pribadi (bukan bersifat

(jawab) kecuali

r

umum)
Ulama fikih membagi macam macam wakaf dua
kelompok. Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam
membagi wakaf kepada dua bentuk sebagai berikut.””
1) Wakaf khairi. Wakaf ini sejak semula diperuntukkan bagi

kemaslahatan atau kepentingan umuill, sekalipun dalam
ktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk

ah Sakit.
k semula dite

jangka wa
membangun masjid, sekolah, dan Rum

2) Wakaf ahli atau zurri. Wakaf ini, seja &
kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang e

tau
sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahalta;l w:fat,
kepentingan umum. Apabila pener imadakali: 7

" Problematika Hukum Islam Kontemporer: Satria Efend!.

Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 76

ntukan

Departemen Agam?
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bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha
Mengetahui (al-Baqarah: 261).7!

Wakaf dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad
Saw sebagai sunnah (perbuatan). Ini merupakan awal mula
praktik wakaf dalam hukum Islam. Kitab Bulugh al-Maram
sebuah kitab figh berdasarkan hadis dijelaskan di dalam Bab
Wakaf, bahwa :

Dari Abu Hurairah Ra : Sesungguhnya Rasulullah Saw

bersabda; Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia,

maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sadagah
jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang
mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).”2
Sadagah jariyah diartikan Muhammad Ismail al-Kahlani
sebagai wakaf. Para ulama menafsirkan sebagai wakaf karena
dikemukakan dalam bab Wakaf.”3 Faisal Ibn Abdil Aziz Ali
Mubarok mengartikanshadagah jariyah dengan nama waqaf’”
Hadis yang menyuruh untuk melakukan wakaf sebagai berikut.

"' Ibid., Hal. 44. Munasabah (hubungan) ayat dengan ayat-ayat sebelumnya,
bahwa dalam ayat ini digambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan
atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, untuk mencapai keridaan-Nya.
Hadis yang berkaitan dengan ayat 261. Rasulullah Saw.bersabda meriwayatkan dari
firman Allah Swt.; Sesungguhnya Tuhanmu Azza wa Jalla Sangat Penyayang.
Barang siapa yang berniat ingin melakukan kebaikan, namun ia tidak sempat
mengerjakannya maka dicatat baginya satu pahala kebaikan. Apabila ia
mengerjakannya, maka dicatat pahala baginya sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat
banyaknya. Barang siapa yang berniat ingin melakukan keburukan namun ia tidak
sempat melakukannya, maka dicatat baginya satu pahala kebaikan. Apabila ia
mengerjakannya, maka hanya dicatat sebagai satu keburukan, bahkan boleh jadi
Allah Swt.hapuskan kesalahannya. Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan
membinasakan hambanya, kecuali mereka yang telah mencelakakan diri mereka
sendiri. Lihat HR. Bukhari dan Muslim, Tafsir Ibnu Kasir, Juz ke-2, Hal. 196

" Bulughul al-Maram, al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani, Maktabah Usaha
Keluarga, Semarang, 1965, Hal. 187

3 Subul al-Salam, Sayyid al-Imam Muhammad [bn Ismail al-Kahlani, dan ash-
Shan’ani al-Ma'ruf, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, t.t., Hal. 187

"Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali
M‘-‘b_al'Ok, alih bahasa Mu’ammal Hamidy, dkk., Terjemah Nailul Authar: Himpunan
Hadis-Hadis Hukum,Jilid ke-5, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993,Hal. 2003
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Wakaf dalam Bab Hukum-Hukum Wakaf. Wakaf i, suaty
ibadat yang disyari‘atkan dan dia telah menjadi lazim (telah
berlaku) dengan sebutan lafadh, walaupun tidak diputuskan
(diakui) oleh hakim, dan hilang miliknya si wagqif daripadanya,
walaupun barang itu tetap ada ditangannya 7”7, Pendapat lain
mengatakan, baru dipandang sah (menjadi wakaf) apabila telah
dikeluarkan dari tangannya, diserahkan kepada seseorang
pengurus yang mengurusi wakaf itu.

Menurut mazhab Syafi'i, wakaf diartikan berhenti atauy
tertahan. Menurut istilah syara’ ialah menahan
mungkin dapat diambil orang manfaatnya, serta kekal ‘ainnya

dan menyerahkannya ketempat-tempat yang telah ditentukan
oleh syard’, serta terlarang berleluasa
dimanfaatkan itu.”s

harta yang

pada barang-barang yang

Abu Hanifah, menyatakan wakaf suatu pemberian yang
benar, tetapi tidak lazim yakni tidak terlepas dari milik sj
wakif. Pendapat Imam Malik dan Ahmad, bahwa milik barang
yang diwaqafkan itu menjadi kepunyaan Allah, bukan
kepunyaan si waqif (orang yang mewakafkan) dan bukan si
mauqufalaihi  (pengelola wakaf), tapi berpindah kepada si
mauqufal (Allah).79

Rukun dan syarat hukum wakaf dalam Islam bahwa,
keabsahan  sebuah  tindakan perwakafan dinilai dari
terpenuhinya rukun atau unsur dan syarat wakaf, yaituwakif,
nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda
wakaf, jangka waktu wakaf 80
Berdasarkan tujuan wakaf sebagai turunan tujuan hukum

Islam yaity maqasyid as-syariah.Tujuan hukum Islam berupaya

3 iddi lan
N Hukum-Hukum Figih Islam, Cet.ke-4, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Bula
Bmtal;tﬁ, Jakarta, 1970, Hal, 159

R 1 [ 1 d1
Figh Syafi'i : Figh Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Jilid ke-2, Idris Ahma
Multa?:gam, Siliwangi, 1994, Hal. 156

w 1Pid., Hal. 156

b1l
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6 Ba

3
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peruntukan dan keabadian harta benda bagi bagi

dari _ ;
Jahatan manusia yang berkelanjutan.

kemas

5. Wakaf dalam Hukum Wakaf Indonesia
' [stilah hukum wakaf Indonesiadipergunakan bagi

peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku di
mdonesia.Undang—Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf telah mengatur harta benda wakaf secara rinci, dibagi
dalam kategori jenis benda wakaf tidak bergerak dan benda
wakaf bergerak berupa uang dan bukan berupa uang sebagai
berikut.

1. Undang-Undang yang berkaitan dengan wakaf, yaitu

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.

2 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik: dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.

3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007ditetapkan di
Jakarta tanggal 13 Juli 2007 tentang Keanggotaan Badan
Wakaf Indonesia yang diangkat oleh Presiden Republik
Indonesia; Keputusan Menteri Agama/Peraturan Pemerintah
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.

>- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang
Wakaf Uang,

6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia
Indonesia, yaitu Peraturan Badan Wakaf Indone

tentang wakaf di
sia Nomor 1
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Kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari‘ah.
Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia (umat),
maka ketiga tujuan ini saling berkaitan dalam upaya menuju
kepada konsep Negara Kesejahteraan (walfare state).

Ada hubungan timbal balik antara tujuan negara, tujuan
hukum Islam dan tujuan hukum wakaf Indonesia itu sendiri
bagi kemashlahatan masyarakat untuk kesejahteraan umum
disamping untuk kepentingan peribadatan bagi umat Islam di
Indonesia. Status harta benda wakaf perlu kejelasan dari aspek
legalitasnya, dengan demikian masyarakat merasa nyaman dan
terlindungi secara hokum, dan kejelasan status hukum bagi

peruntukan harta benda wakaf untuk peribadatan dan
kesejahteraan masyarakat.

B.HARTA BENDA WAKAF DAN LEGITIMASI BENDA
WAKAF MENURUT HUKUM WAKAF INDONESIA

Harta benda wakaf dalam hukum Islam dan dalam
peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia telah diatur
secara detil. Hukum wakaf dalam Islam pengaturannya tidak
lagi berserakan di dalam berbagai doktrin kitab-kitab figh
(madzhab), yang sering mengandung ikhtilaf, dan membawa
ketidak pastian disebabkan tata cara dan
mengadministrasiannya secara publik tidak diatur.”2 Menurut
Yahya Harahap dengan adanya Undang-Undang Wakaf
Indonesia  (2014) mengakibatkan ketentuan-ketentuannya
menjadi hukum Positif yang bersifat univied legal frame wark dan
univied legal opinion.”> Undang-undang wakaf di Indonesia

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kf:rakyatﬂﬂ
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ,
Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Taufiq Hamami,
Tata Nusa, Jakarta, 2003, Hal. 37
Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional, Yahya Harahap HM,
Nomor 7 Tahun 111, Al-Hikmah, Mimbar Hukum, Jakarta, Hal. 18
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Tahun 2004 Tentang Wakal mendEfmililkfm: I\.JaZhir’ adaly,
pihak yang menerima harta bend.a wakaf dari wakif unty
dikelola dan dikembangkan sesual dengan.peru:uukdnnyaﬁu
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Administrasi Pendaftaran  Wakaf Uy,
menyatakan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima tang
wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan segy,
dengan peruntukannya.'®? Peraturan Badan Wakaf Indones,
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dy
Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berup,
Tanah Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.1®

Nazhir dalam hukum wakaf Indonesia meliputi
perseorangan, ~organisasi, badan hukum.Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membagi Nazhir menjadi
tiga macam, yaitu Nazhir meliputi perseorangan, organisasi,
atau badan hukum.!% Penjelasan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan, bahwa yang dimaksud
dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum
adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisast
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.1%5

101 -
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tent!

g :
Pelakf;ﬂ;:;ﬁaiaﬁéﬁg@;ig Nomlgr 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal | ayall;‘:]g
o 15 T rt Agama Republik Ind i 009 Ten
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uanng, Pasal | :ur;:i;a) Nomor 4 Tahun 2
Card

103
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang T2t

Pendaftaran Dan Pen i ,
Peoit Duntdi (z)ggantlan Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berup?

104
Undang-Unda | 5
Nazhir, Pasal 9 ng Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bagian kel |

" Penjelasan Undang-Undan asal 9
& Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. F
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Syarat-syarat sebagai Nazhir menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik sebagai berikut.106
1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 1 yang

terdiri dari perorangan harus memiliki syarat berikut :
a. tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang
diwakafkan.
b. Jika warga negara Republik Indonesia;
c. beragama Islam;
d. sudah dewasa;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. tidak berada di bawah pengampunan;
. bertempat berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus
memenuhi persyaratan berikut:
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya
tanah yang diwakafkan.

. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk
mendapatkan pengesahan.

4. Jumlah Nadzir yang diperolehkan untuk sesuatu daerah

seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri
Agama berdasarkan kebutuhan.

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan untuk menjadi
Nadzir sebagai berikut.

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4)

terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat,
sebagai berikut. 107

a. Warga negara Indonesia.

"% Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah
Milik, Pasal 6

"7 Hukum Islam di Indonesia, Ahmad Rofig, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1996, Hal. 499-500. Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219
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Artinya: Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan
dan kepentingan kaum muslimin maka tidaklah ia

dari golonganku. (H.R Bukhari )
Esensi perbuatan wakaf adalah ~mengutamakan

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wakaf
piasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak dalam

pidang sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah

usul figih berikut ini.
u.ﬂ‘a'-" G‘L&ﬂ-ﬂ (J'b ‘a.ﬁn {.Lﬂl E]LAA

Artinya: Kemaslahatan —umum harus didahulukan

daripada kemaslahatan yang khusus.®

Manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau

masyarakat ~ adalah  tempat interaksi  sosial,  dapat

atau mengurangi kesenjangan sosial, dan dapat

menghilangkan
peruntukan

memajukan atau menyejahterakan umat. Tujuan

wakaf adalah kemaslahatan. al-Ghazali membuat persyaratan
bagi teori ~ Kemaslahatan (al-mashlahah al-mursalah).
an sebagai dalil atau sumber

Menunjukkan kemaslahatan buk

hukum Islam, melainkan sebagai sebuah metode istinbath
(penggalian, penemuan) hukum Islam. Konsep al-mashlahah al-
mursalah al-Ghazali berbicara tentang kesejahteraan sosial
sebagai konsep hukum telah menjadi mapan, karena fungsi
kesejahteraan sosial sebagai sebuah konsep sulit diruntuhkan

dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer.1%

Hanafi mendefinisikan maslahal mursalah sebagai jalan
kebaikan (maslahah) yang tidak disinggung syard untuk
Mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang apabila

—

125
Figh al-Sunnah, Sayyid Saabig, Juz 3 hal. 308 '
1 k] L] d
Islami ic: Human Welfare, dalam Khursi
amic Economic: An Approach to I i Foundition,

Lej (ed), Anas Zarqa, Studies in Islamic Economic, T .\ Hal 317
318%11:1-, 1980, Hal. 14, dalam Adiwarman Azwar Karim, 2006, Op-Cit., Fa%
S.Ag. M.H_55
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dua segi eksistensi dan tingkatan kemashlahatan sebagai

berikut. -

1. Dari 51=:gi e}<si5tensi mashlahat dibedakan kepada tiga aspek
sebagai berikut.®2

a. Maslahat Mu’tabarah, ialah maslahat yang dijelaskan atau
disebutkan oleh nash.

b. Maslahat Mulghah, ialah maslahat yang ditolak dan
berlawanan dengan nash.

c. Maslahat Mursalah, ialah merupakan maslahat yang secara
tekstual tidak ada nash yang menjelaskannya baik
mengakuinya maupun menolaknya, tetapi keberadaannya
sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at.

2. Dari tingkat kepentingan mashlahat terdiri dari tiga aspek,
yaitu ;

a. Muaslahat Daruriyat, ialah maslahat yang posisinya
menempati peringkat primer atau pokok. Ada lima
peringkat sebagai berikut.!®
1) Memelihara agama (hifzal-din)

2) Perlindungan terhadap nyawa (hifzal-nafs)
3) Perlindungan terhadap akal (hifz al-‘aql)
1) Perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan (hifz
al-nasl)
5) Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) -
b. Muslahat Hajiyat, ialah peringkat mashlahat yang Safataya

sekunder.

.

ndatangkan kebaikan, bergunagdan
didikan dan Kebudayaan, 1 :
hal. 563. Lihat Dep_arteme

sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang e
bermanfaat atau kepentingan. Departemen Pen
Kamus Besar Bahasan Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
Pendidikan Nasional, 2005, Op.Cit., hal. 710. Kata me
Arab yang di Indonesia akan menjadimaslahat. Sec S
manfaat, facdah, bagus, baik, kebaikan, guna atau deg_uﬁ gy kerfa)
merupakan bentuk masdar (adverb/kata keterangan) ari A b punysi
salaha. Kata mashlahah dan kata manfaat berasal darl bahasa
- ‘.van§ sama. Kata manfaat berarti guna dan faedah
llli Romli. SA., Op.Cit., Hal.81-85
Ibid., hal. 89-113 g
SAS! MH -
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haditsnya: . -
0) ) e ualh Cpaluall jaly aligs ¥ 0 2 poadld g RS Bpa 0 53 4 o
(e AN
Artinya: Barangsiapa yang tidak memperhatikan urysy,
dan kepentingan kaum muslimin maka tidaklap
ia dari golonganku (H.R Bukhari ).

3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingap,
pribadi. Wakaf biasanya diberikan kepada badan hukyp,
yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ip;
sesuai dengan kaidah usul figih berikut ini.

weladl mlbaa Jo adda alal) b

Artinya: Kemaslahatan umum harus didahulukan

daripada kemaslahatan yang khusus.1%?

Adapun manfaat wakaf bagi orang yang menerima atay
masyarakat  adalah  tempat interaksi sosial, dapat
menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial, dan dapat
memajukan atau menyejahterakan umat.

Dalam konsep wakaf dalam tataran hukum Islam
disebutkan dalam al-Qur'an sebagai perintah anjuran untuk
melakukan kebaikan, dengan cara memberikan sebagian harta
yang paling dicintai. Tanah dalam kehidupan modern
merupakan salah satu benda yang disukai masyarakat karena
memiliki nilai profit yang tinggi. Berwakaf tanah sebagai salah
satu bentuk kebaikan kepada orang lain yang memiliki nilai
yang tinggi dihadapan Allah subhanahuwataala dan bernilai
ekonomis.Nash tidak menolak dan tidak melarang praktik
berwakaf dalam bentuk harta benda apapun, selagi benda itu
memiliki nilai yang tinggi dan bermanfaat banyak.

Untuk mencapai tujuan berwakaf dan menjaga aset harta
benda wakaf secara umum perlu status hukum yang jelas bagi
benda wakaf dan peruntukannya bagi masyarakat secara legal

% Sayyid Sabiq, Op.Cit., Hal. 308
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enurut hukum negara. Untuk itu perlu model akad perikatan
ang jelas sehingga kelembagaan perwakafan sebagai salah satu
dari sistem ekonomi Islam dapat profesional, bertanggung
wab secara hukum, berkeadilan dan dapat dipercaya (amanah,
frust) yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat.

Gecara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Wakatf,
pahwa pengelola dan penjaga benda wakaf dilakukan oleh
Nazhir. Pendistribusian hasil produktifitas wakaf dalam hukum
wakaf Indonesia dilakukan oleh para Nazhirdi bawah naungan
Badan Wakaf Indonesia. Nazhir secara bahasa bermakna
properti atau sekumpulan orang yang

penanggung—jawab,
tur properti.140 Nazhir dalam sistem wakaf

mengelola dan menga
[slam tidak dibahas secara detil, tidak jelas dan tidak

menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Dalam

hukum wakaf Indonesia dan hukum wakaf Islam, figur Nazhir

sangat  diperlukan  agar tujuan ~ wakaf  mencapai

kemashlahatannya sehingga bermanfaat sesuai dengan
fungsinya.

Untuk tercapainya tujuan wakaf agar berkemaslahatan
masyarakat, maka harta benda wakaf harus berfungsi dengan
baik dan benar.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf menyatakan, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan
harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dinyatakan, bahwa
wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya.!4!

Berdasarkan pengertian dan fungsi tanah wakaf,
dinyatakan bahwa fungsi wakaf adalah perbuatan hukum yang
suci dan mulia, dan sebagai shadaqah jariyah. Artinya, selama
barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang
membutuhkannya, pahalanya tetap mengalir, meskipun wakif

e

140, , .
'ahﬂ‘;u Jam Lughoh al-Fugohaa', Cetke-2, Juz ke-2, Muhammad Rawwas
i GF. dkk., Daral-Nafa’is, Beirut, 1988, Hal. 75
ndang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4
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ierhadap orang yang berwakal.!'  Pahala yang diterima
mengalir terus menerus selama barang atau benda yang
diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf
dalam [slam adalah sunah. Sebagaimana disebutkan dalam
hadits: ; ,
cj..‘.\l,,;lqem;pb 9 A gla dua ¢ O (e V) ddas adall) pd) ) Gila 1)
(plesa 01y )) Adgeny
Artinya: Apabila anak Adam meninggal dunia maka
terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam),
yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu
yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang
mendoakannya (HR Muslim).14>
Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan
atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara
terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum,
sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.
Hadits Nabi yang artinya: “Sesungguhnya Umar telah
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya
kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah
perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut?
Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan
sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu,
Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak
akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula
diwariskan.” (HR Bukhari dan Muslim).14
Fungsi wakaf adalah menumbuhkembangkan peradaban
Islam yang baik melalui pemeliharaan aset-aset bendanya.
Wakaf secara signifikan menyumbangkan pertumbuhan budaya

PR

1

144 g
ht_tp:!f'badanwakafsimiulmunir.orgjgengertian-wakaﬁf‘dlakscs, tanggal

Maretuzsom
Se Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz I, Muhammad Bin Ismail, Thoha Putra,
marang, 1981, Hal. 196.
" Ibid, Hal 197
Ibid., Hal. 62
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n membebaskan mereka yang terlibgy

dan intelektual, denga
an mencari nafkah. Para gury

dalam kegiatan ini dari keharus e
pelajar, peneliti, pengelolanya, semuanya dibiayai dari dap,

wakaf, hingga mampu melaksanakan  karya  dengap,

sepenuhnya. Wakaf juga berperan positif dalam menegakka,

keadilan sosial, karena mendorong mereka yang kaya untyk
mendirikan wakaf, yang akan menjamin kaum  miskin,

Penyerahan secara sukarela properti pertanian, di perdesaan

dan perkotaan akan sangat menolong memperkecil jurang kaya-

miskin, sebagaimana lazim terjadi di kota-kota besar saat ini.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5,
dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan
manfaat ekonomis. Harta benda wakaf digunakan untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan
umum. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi sebagai

berikut. 147

a) Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari
wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer
kekayaan yang efektif.

b) Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan
dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam
masyarakat akan lebih mudah teratasi.

c¢) Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam
pelaksanaan  perintah ~ Allah  SWT,  serta dalam
memperkokoh hubungan dengan-Nya.

d) Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang
baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang
paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi darl
pada kepentingan pribadinya.

Wakaf sebagai salah satu dari bentuk perikatan dalam

Islam, mensyaratkan terjadinya perikatan perwakafan. Syaral

147 Hukum Wakaf, Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, IIMAaN Press:
Jakarta, 2004, Hal. 98
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merata.

2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non
pertanian.

3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan
ekonomi lemah.

4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat
atas tanah (hak ulayat).

5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah
dalam pembebasan tanah.

Hukum merupakan tujuan, ia bukan alat untuk mencapai
tujuan yang dipakai oleh manusia untuk mencapai tujuannya.
Kadang kala hukum dijadikan sebagai alat politik. Manusia
sebagai anggota masyarakat tidak terpisahkan dengan hukum.
Hukum Islam sebagai salah satu tujuan untuk terwujudnya
kemashlahatan (kebaikan, kebahagiaan) bagi umat manusia di
dunia dan akherat.

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat.
Manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Pada tataran
idealnya harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna
menjaga keeksisannya. Keberadaan lembaga yang mengurusi
harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah
dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih
terkesan lamban dalam mengurusi wakaf, sekalipun mayoritas
penduduknya beragama Islam, dan menempati ranking
pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari
kelambanan ini, menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf
yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum
dimanfaatkan.

Wakaf dalam perspektif fikih, didefinisikan sebagai
perbuatan hukum menahan benda, yang dapat diambil
manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di
jalan kebaikan. Hak milik berupa materi, yang telah diwakafkan
dianggap sebagai milik Allah, yang harus dimanfaatkan untuk
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umumnya kalau berbicara tentang wakaf, maka dikaitkan

dengan tanah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, men gatur wakaf
secara umum, artinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,
tidak mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah hak milik,
sehingga pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang banyak
terjadi di Indonesia, tetap didasarkan pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik.154

Terdapat letak kekurangan dari Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004, walau tujuan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 untuk memberikan pengaturan tentang
pelaksanaan wakaf. Namun, Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tidak mengatur secara khusus tentang wakaf tanah hak
milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia, dibandingkan
wakaf benda bergerak.

Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik,
yang berkembang di Indonesia, mengilhami pembuat /
perancang Undang - Undang Peradilan Agama (selanjutnya
disingkat UUPA) di mana salah satu pasal dalam UUPA
mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik ini Pasal
49 berbunyi sebagai berikut.

(1) Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial,
sepanjang dipergunakan untuk wusaha dalam bidang
keagamaan, dan sosial diakui dan dilindungi.

(2) Badan-badan tersebut dijamin pula, akan memperoleh
tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya, dalam

bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan

dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam Pasal

14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh
negara dengan hak pakai.

15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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‘;th-ﬂf\‘ LY i

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 , at (5)
peraturan Pemerintah Nomor / :

28 Tahun 1977 berikut
penjelasannya. Tersirat bahwa Akta [krar Wakaf merupakan

akta otentik yang d?pa_t dipergunakan dalam penyelesaian
sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, tentang tanah
yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, bahwa Akta Ikrar
Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus
menerangkan status tanah wakafnya.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan
perwakafaﬁ dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf
tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar
wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih
banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada
rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan
tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga
apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai
kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui
kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Penyebab lain yang sering menimbulkan permasalahan
dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali
tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai
secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya
menyimpang dari akad wakaf.

Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah
wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif
tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah
masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk
waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah
terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif.
Khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar
Wakaf telah menghapuskan kepemilikan it e
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sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tidak berhasil sengketa
dapat diselesaikan melay; mediasi,
pengadilan.

Ketentuan pasal tersebut diber; penjelasan, bahwa yang
dimaksud pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama dan
Mahkamah Syar" iyyah. Pasal 67 memuat ketentuan tentang
sanksi bagi pelanggaran pidana wakaf sebagai berikut. 156
a. Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang yang dengan

sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan
mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta
benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf
yag telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (Limaratus juta
rupiah ).
b. Ayat (2), ayat (3 ) dan seterusnya. | '
Sekalipun tidak disebutkan dan tidak ditemukan dalam
Penjelasan pasal berkaitan dengan lembaga yang berwenang

arbitrase, atau

T i 1., PT. GBI
e Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, A. Faisal Hagq, et al., PT.

(Angﬁ?‘ﬂ IKADI), Surabaya, 1990, Hal. 35
: Ibld,’ Hal 35
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da]:Tat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan
arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka
sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau
mahkamah syariah,

Sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989, sebagaimana telah diamandemen dengan
Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag,
shadaqah, dan ekonomi syari‘ah.157

Teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan
Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 229
Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib
memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai
dengan rasa keadilan”.1>®

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah
ketentuan pidana dalam perwakafan, bukan karena kompilasi
tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena
posisi  kompilasi adalah merupakan pedoman dalam
perwakafan.’®?Apabila terjadi  pelanggaran pidana dalam
perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai

berikut.

157 wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Imam Suhadi, PT.Dana Bhakti Prima

2002, Hal.53 : :
Y“afsl:{ Eiynis;:; Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan),

i i 2008. Hal. 78
[ . Tim Nuansa Aulia, Bandung,
AUII?‘”RIE:fnkpsi'Ia;i Hukum Islam Di Indonesia, Departemen Agama R.1., Lo, Cit, Hal.,

6
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3. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari
jabatan PPAIW.

Dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian
vang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya
;nusyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang
dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya
diupayakan melalui Pengadilan Agama.

Fungsi Kantor Uurusan Agama (selanjutnya disingkat
KUA) dalam kasus sengketa tanah wakaf, bahwa KUA
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan
dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1975 yaitu, melaksanakan sebagian tugas Kantor
Departemen Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam
dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas-
tugas tersebut maka KUA Kecamatan mempunyai fungsi
sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat,
kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.

c. Melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk,
mengurus dan membina kemasjidan, zakat, tanah wakaf,
baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina
keluarga sakinah serta bimbingan manasik haji sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Peran KUA sangat penting dalam menyelesaikan semua
perkara hukum yang menyangkut dengan agama, apalagi
menyangkut dengan perkara hukum menyelesaikan sengketa
tanah wakaf dalam masyarakat. Apabila sengketa tanah wakaf
fidak dapat diselesaikan secara hukum adat, maka KUA yang
akan menyelesainya secara hukum Agama Islam.
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BAB III
LOKASI PENELITIAN
TEMPAT HARTA BENDA WAKAF DI SUMATERA

SELATAN

1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

Beberapa tahun terakhir Provinsi Sumatera Selatan
khususnya kota Palembang sering menjadi tuan rumah pada
event olahraga nasional dan internasional, seperti event “Asian
Games 2018 Jakarta-Palembang”. Provinsi Sumatera Selatan
populer dengan jembatan Ampera dan kuliner pempek, dahulu
sebagai pusat Kerajaan Sriwijayaterkenal dengan Kkerajaan
maritim terbesar dan terkuat di Nusantara pada abad ke-7
hingga abad ke-12 masehi. Pengaruhnya sampai ke Madagaskar
di Benua Afrika. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya mulai terjadi
sejak abad ke-13, di mana wilayah ini berada di bawah
kekuasaan Kerajaan Majapahit sampai abad ke-14. Wilayah ini
pernah mengalami kekosongan kekuasaan dan menjadi tempat
bersarangnya bajak laut dari mancanegara terutama dari China.
Pada awal abad ke-15 berdiri Kesultanan Palembang yang
berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, disusul Jepang.
Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya menjadikan Palembang
sebagai Kota Kerajaan.

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera Bagian Selatan
sebagai provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12
September 1950. Awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkuly,
Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung. Keempat wilayah
terakhir masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri,
tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama
yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan
pembagian daerah bahasa dan logat antara lajin seperti
Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih
banyak bahasa lainnya.
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1. Kotamadya Palembang

Nama Palembang senantiasa dikaitkan dengan kata
Iimbang,mendapat imbuhan pe. Kata limbang berarti melimbang
atau mencuci (emas, intan, beras, dsb) dengan cara mengayak
dalam nyiru,'®? mendapat imbuhan pe- yang menyatakan
tempat.’®® Dikaitkan karena termasuk dari salah satu mata
pencaharian penduduk di Palembang zaman dahulu adalah
melimbang emas di Sungai Tatang,

Dahulu Palembang disebut Pelimbang. Nama Pelimbang
kemudian berubah menjadi Palembang setelah wilayah ini
dikuasai oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 1821.16¢ Dalam sejarah
Cina (1225), pertama kali kata Palembang disebut dengan nama
Po-Lin-Fong, dan 100 tahun kemudian Wang Ta-Yuan
menyebutnya menjadi Ku-Kang (Kiu-Kiang).165

Sumber lain menyebutkan, Palembang berasal dari kata
lembang yang mempunyai arti tanah yang bertekuk, tanah yang
rendah. Dalam bahasa Melayu, asal kata Palembang, adalah
lembang berarti air yang merembes atau rembesan. Imbuhan
pa-menunjukkan tempat, yaitu tempat atau keadaan.
Palembang berarti kata yang menggambarkan keadaan wilayah
Palembang yang tanahnya berair.1

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia
berumur lebih kurang 1382 tahun berdasarkan prasasti
Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit, yang
yang berangka tahun 16 Juni 682. Oleh penguasa Sriwijaya pada

162 amus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat
Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal._ 5'?_3 .
" ndonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya, Dinas
Pariwisata Palembang, 2000, Hal. |
*“Sejarah Perjuangan Sri Sultan
| 65], tp, Palembang, 1979, Hal. 73
< Het Sultanat Palembang 1811-1825,
g S Madya Daerah Tingkat II

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota
Palembang, Djohan Hanaﬁaﬁ, Pemda Dati Il Palembang, Palembang, 1999, Hal.5

Mahmoed Baderedin II, Akib, R.HM

M.Q. Woulders, Martinus Nijhoff,
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saat itu didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikeng|
sebagai kota Palembang. Menurut topografi kota ini dikeliling
oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dar
sungai maupun rawa, dan air hujan. Saat ini kota Paiernbang
masih terdapat 52,24 % tanah yang yang tergenang oleh air
(data Statistik 1990). Karena kondisi ini, maka nenek moyang
orang-Palembang menamakan kota ini sebagai Pa-lembang,
Dalam kamus Melayu, kata Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu
tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya
tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena
lama terendam air, Menurut bahasa Melayu-Palembang,
lembang atau lembeng adalah genangan air. Palembang adalah
suatu tempat yang digenangi oleh air.

Kondisi alam seperti ini dijadikan oleh nenek moyang
orang-orang Palembang dimanfaatkan oleh mereka. Air menjadi
sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan
punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain
kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam
satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara
tiga kesatuan wilayah sebagai berikut.

a. Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu Pegunungan Bukit
Barisan.

b. Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak
sungai sewaktu memasuki dataran rendah.

c. Daerah pesisir timur laut.

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor yang
sangat mementukan dalam pembentukan pola kebudayaan
yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan
dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih
dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan
pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan.
Faktor ini yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya,
yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik
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pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh
Kesultanan Palembang Darusalam pada zaman madya sebagai
kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.

Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan sama bentuknya
dengan kerajaan di Asia Tenggara lain pada kurun waktu itu.
Bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian Port-polity
secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi,
yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk
peningkatan kemajuan yang terkandung dalam spektrum luas.
Pusat pertumbuhan dari sebuah polity adalah entreport yang
menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak
kebudayaan. Hasil-hasil ini diperoleh oleh para pemimpin
setempat, dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah datu.
Merupakan basis  penggunaan kekuatan ekonomi dan
penguasaan politik di Asia Tenggara.

Tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi ditulis
oleh Chau Ju-Kua pada abad ke 14, menceritakan tentang
Sriwijaya. Sriwijaya sebagai sebuah Negara terletak di Laut
selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat. Pada
zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk
menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada
perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah
keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu
yang lewat tanpa singgah dipelabuhan dikepung oleh perahu-
- perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu
* tersebut berani mati. [tulah sebabnya maka negara itu menjadi
- Ppusat pelayaran.
~ Banyak cerita, legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya.
 Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab dan Parsi, mencatat
 seluruh perisitiwa dan kisah-kisah yang mereka lihat. Seperti
 pelay -pelaut Arab dan Parsi, menggambarkan keadaan sungai
dimana Palembang terletak, bagaikan kota di Tiggris. Kota
nbang digambarkan oleh mereka sebagai kota yang sangat
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besar. Jika memasuki kota, kokok ayam jantan tidak berhenti
bersahut-sahutan (kokok ayam mengikuti terbitnya matahari),
Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001
malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realististentang kota
Palembang, melihat kehidupan penduduk kota yang hidup
diatas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Para pemimpin hidup
berumah ditanah kering diatas rumah bertiang, dan mengeja
nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksaranya.
Palembang disebut sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang (berarti
pelabuhan lama).

Setelah mengalami kejayaan diabad ke-7 sampai dengan
abad ke-9, kurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan
secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya karena persaingan
dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Cola
dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah
bangkitnya bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.
Kerajaan-kerajaan [slam yang tadinya merupakan bagian-
bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi
kerajaan besar seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung
Malaysia.1®”

Sekarang Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera
Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera
setelah Medan. Luas wilayahnya 358.55 km2 dengan penduduk
sebanyak 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per
km2. Palembang sebagai Kota Administrasi dan/atau
Kotamadya dari Sumatera Selatan. Lambang kota Palembang

sebagai berikut.

167 gjarah Kota Palembang;http://palembang.go.id/37, diakses 25 Oktober 2017
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Gambar 2
Lambang Kota Palembang

_:i-@;ﬁrﬂ?s:@;j -

Arti dari lambang/logo Kota Palembang bermakna,
bangunan Sirah yaitu rumah Palembang warna asli merah tua
coklat dengan pinggiran keemasan berikut 2x (4+5) = 18 tanduk
lembaran daun teratai. Ditengah atasan terdapat kembang
melati yang belum mekar, berikut simbar yang melambangkan
kerukunan kekeluargaan dan kesejahteraan Kota Palembang

disegala zaman.
Puncak rebung warna kuning keemasan, melambangkan

kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan
kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan
bulan Agustus yang bersejarah, bulan Proklamasi yang
mengingatkan perjuangan Kemerdekaan RI. Segi tiga ialah
sebuah Bukit yang termasyur di Palembang dengan nama
“Bukit Siguntang” berwarna hijau berikut sinar keemasan,
melambangkan tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdeks.tan
Republik Indonesia. Bukit Siguntang adalah tempat kesucian
dimasa zaman purbakala yaitu diabad ke 7 sampai dengan abad
ke-12, terdapat kumpulan candi-candi, kuil-kuil dan Perguruan
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a) Kelurahan Kemas Rindo.Alamat kantor Kelurahan Kemas

Rindo. Jl. Mataram Ujung No.14 Palembang. Kemas Rindo
adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Kertapati, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Gelatan. Stasiun Kertapati
berada di kelurahan ini.
Gambar 3
Kelurahan Kemas Rindo

e ® i e e VAT v 0 e B i

b) Kelurahan Kemang Agung beralamat di J1. Gotong Royong
Rt.10 Palembang.

c) Kelurahan Kertapati. Alamat Desa/Kelurahan Kertapati
terletak di Kelurahan Kertapati. J1. KI Merogan Kelurahan
Kertapati Palembang. Penduduk Kecamatan Kertapati
berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Tahun 2010 sebanyak
92.847 jiwa atau 28.793 Kepala Keluarga dengan
perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki sebanyak 47.473
jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 45.374 jiwa yang
tersebar di 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut.7?

Bhitp://kecamatankertapati.blogspot.co.id, Jumlah Penduduk, Selasa, 04
Oktober 2011 i 23.24, diakses 25 Oktober 2017, Rabu
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Gambar 4
Kelurahan Kertapati

b). Kecamatan Bukit Kecil
Bukit Kecil adalah kecamtan di Kota Palembang, Sumatera

Selatan, Indonesia. Desa / kelurahan berjumlah 1 desa /
kelurahan, memiliki luas wilayah km.9,92 km. Jumlah
penduduk jiwa 49.823. Kepadatan penduduk 49.823 jiwa per
5.022,48 perjumlah penduduk.'7*Secara administrasi Kecamatan
Bukit Kecil memiliki 6 Kelurahan dengan luas wilayah 992,00
Ha, yaitu Kelurahan Talang Semut, Kelurahan 22 Ilir, Kelurahan

19 Ilir, Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan 24 Ilir.
Kecamatan Bukit Kecil memiliki batas-batas wilayah

administrasi sebagai berikut.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur L.

C. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat IL.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Ba.re?t I.175'
Luas wilayah Kecamatan Bukit Kecil terdiri dari 6

Kelurahan dengan luas wilayah 992,00 Ha. Dari luas wilayah

Timur L

m..--___

N TR 5 Buki il. Palembang
oaltps:id wikipedia.org wiKTBUKL FECLLC b, 25 Oktober 2017
elib.unikom.ac.id. Gambaran Umum, dia
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5. Kelurahan 26 Ilir 345.00 10.748 31.15.
6. Kelurahan 24 Ilir 79.00 16.068 203.39.
7. Jumlah 992.00 43.801 44.15.178

Kelurahan/Desa yang direncakan untuk dijadikan
sampel lokasi penelitian di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan
22 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir, 24 Tlir, dan Bukit Kecil. Namun karena
kendala di lapangan, data yang berhasil didapatkan hanya dari
Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang.

2. KABUPATEN BANYUASIN
a) Kecamatan Banyuasin 1

Banyuasin adalah salah satu dari kabupaten di Provinsi
Sumatera Selatan,7”? yang merupakan pemekaran  dari
Kabupatan Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2002. Ibu kota Kabupaten Banyuasin adalah
Pangkalan Balai. Luas Kabupaten Banyuasin 12.143 m2. Jarak ke
ibukota provinsi 60 km. Populasi penduduk 850.110 jiwa
(SP.2010).  Kepadatan 71,84 jiwa / km?Pembagian
administratifKecamatan 19 dan Kelurahan 305.

Nama kabupaten ini berasal dari istilah bahasa Jawa,
banyu artinya air dan asin, merujuk pada tempat kabupaten ini
yang terletak di wilayah pantai.’8 Pendapat lain mengatakan,
nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang
melintasi wilayah kabupatendan Kabupaten Musi Banyuasin.
Perkataan banyuasin berasal dari istilah bahasaJawa,yaitu banyu
(air), dan asinyang merujuk pada kualitas air sungai tersebut
yang masin rasanya, terutama ke arah pantai.

Terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini
antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli

—

"8 Sumber: BPS Kota Palembang

179 3

http:// b asmkab-gﬂ-id" o !
mstgam‘;m;;;z:h’ Kabupaten Banyuasin, ichi-In.blogspot.co.id, 2013,
diakses 15 Maret 2017, Kamis, 11.43 WIB
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129. | 16.07.07.2009

130 | 16.07.07.2010 b

131, | 16.07.07.2011 okl

9.Daya Makmur

E_ ke 10.Sido Mulyo 18 X
133. | 16.07.07.2013 SR ]
134 16.07.07.2018 > Gido Mo R0

L el 13 Margo Mulyo 20

136. | 16.07.07.2038 14 Marga Sugihan

137. | 16.07.07.2042 15, Tirta Jaya

138. | 16.07.08 8. Muara Telang il
(139, | 16.07.08.2007 ~rmmeane g
140. | 16.07.08.2008 2 Gumber Mulya

141. | 16.07.08.2009 3 Gumber Hidup
*‘1_42. 16.07.08.2010 4. Telang Rejo

143. | 16.07.08.2011 5. Telang Jaya

144, | 16.07.08.2013 6.Telang Makmur
145. | 16.07.08.2014 7. Telang Karya

146. | 16.07.08.2015 8. Panca Mukti

147. | 16.07.08.2016 9. Mukti Jaya

148. | 16.07.08.2019 10. Mekar Sari

149. | 16.07.08.2024 11. Talang Indah
150. | 16.07.08.2025 12. Mekar Mukti
151. | 16.07.08.2026 13. Upang Jaya

152. | 16.07.08.2027 14. Upang Karya
153. | 16.07.08.2028 15.Upang Cemara
154, | 16.07.08.2029 16. Upang Ceria
155. | 16.07.09 9. Makarti Jaya

156, | 16.07.09.1012 1. Makarti Jaya
| 157. | 16.07.09.2002 1. Delta Upang
_1_53 16.07.09.2006 2.Pendowo Harjo
159, |16,07.09.2007 3. Pengestu
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wakaf tanah namun tidak dicatatkan di KUA. Hal inj terjag;
karena masyarakat kurang memahami  bahkan tig,,
mengetahui sama sekali berkenaan dengan Peraturap,
perundang-undangan tentang wakaf dan tata cara dalam dalam
melaksanakan wakaf di Indonesia.

Dapat dipahami bahwa pelaksanan perwakafan g;
Kelurahan 22 Ilir belum sesuai dengan aturan hukum yang ada.
Meskipun sebenarnya wakaf teah dipraktekkan olep
masyarakat di sejak dahulu. Dari penelitian didapatkan
keterangan, bahwa terdapat aset harta wakaf yang dikelola oleh
wakif itu sendiri yang berfungsi juga sebagai Nazhir, yaity
wakaf tanah yang didirikan diatasnya mushola dan langgar
sebagai wakaf keluarga yang dipakai untuk kepentingan
sendiri.

Praktik wakaf di Kelurahan 22 Ilir ini tidak berkembang
dengan baik, karena hanya orang-orang tertentu yang
melakukanya dahulu, dan sekarang tidak ada lagi yang
berwakaf tanah untuk didirikan masjid secara individu. Faktor
yang menyebabkan wakaf belum berkembang berkembang
secara dinamis di kelurahan ini karena mahalnya aset tanah di
lokasi ini dan masyarakat yang menganggap berwakaf sulit
dilaksanakan karena hanya memiliki harta benda vyang
seyogyanya dipakai untuk keperluan pribadi.

Jenis wakaf yang dilakukan oleh masyarakat di
Kelurahan 22 Ilir ini berupa tanah yang peruntukannya untuk
peribadatan yaitu langgar dan/mushola. Masyarakat
kebanyakan belum mengetahui tentangperaturan tentang wakaf
di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. Tidak didapatkan data yang berkaitan masalah
sengketa harta benda wakaf di Kelurahan 22 Ilir ini. Dapat
dikatakan bahwa Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan
22 Ilir dapat menjalankan amanahnya dengan baik, sehingga
harta benda wakaf yang ada memberikan manfaat yang baik
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Gambar 7
Kantor Kelurahan Kemang Agung, Kerta
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Gambar 8
Bagan Organisasi Tata Kerja
Kelurahan Kemang Agung, Kertapalh_,_Plembang
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harta wakat vang ada di kelurah

an ini untuk kepentingan
masyarakat sekitar,

b. Kelurahan/Desa Kemas Rindo
Kondisi Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang,
profil Lurah dan struktur pemerintahan Kelurahan Kemas Rindo
sebagai berikut.
Gambar 9
Kantor Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang

. "
R — "

PEMERINTAI KUTA PALETRANG
KECAMATAN  KERTAPATI

y KANTOR LURAH KEMAS RINDO 3%

A MATARAM Wi
PALEMUANDG

M Ty e

Gambar 10
Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang
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Gambar 11

Struktur Orga nisasi
Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang

e _
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Gambar 12
Papan Monografi
Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati

—_—

Di Kelurahan Kemas Rindo terdapat 8 masjid dan ?

m
ushola. Adapun status kepemilikan tanahnya menurt!
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wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadinya Sohii,kgta

wakaf.
Tidak ada dat

a yang memberikan keterangan tentay |
Nazhir yang mengurusi wakaf di ‘Keiurah..a; kKE‘mas Ring,
menjalankan amanahnya dengan bfalk atau tidak, harta.ben da
wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaat yang b_a:k atay
tidak bagi masyarakat sekitarnya, serta manfaat yang diberikap,
dari harta wakaf itu sendiri bagl masyarakat yang ada g;

Kelurahan Kemas Rindo.

c. Kelurahan/Desa Kertapati '
Kondisi Kantor Lurah Kertapati, Palembang sebagy

berikut.
Gambar 13

Kantor Lurah Kertapati, Palembang

Gambar 14
Lurah Kertapati, Palembang
Murgi Hertanto
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Di Kelurahan Kertapati tidak ada aset harta benda wakaf.
gtatus kepemilikan tanahnya menurut Murgi Hertanto,186 tidak
rercatat, karena seluruh tanah yang berada di Kelurahan
Kertapati status tanahnya adalah milik PT. KAI. Jenis wakaf
yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Kertapatf
ridak ada, sehingga tidak ada aset harta benda wakaf di
yelurahan ini, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar
stau tidak terdaftar tidak ada.

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di kelurahan
Kertapati tidakada, sesuai atau tidak berdasarkan aturan
hukum dalam melaksanakan wakaf, baik menurut 1.1ukurn Isla.m
atau peraturan perundang-undangan wakaf di I]:’IdOHESla.
Berdasarkan data yang didapat tidak ada inf.ormas1 tent@g

| kapan wakaf dipraktekkan oleh masyarakat di keluraha;l I:lua
' Demikian juga berkaitan dengan siapa pengelola h:-:irta l:ea v
wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain sebag
NaZhul;raktik wakaf di Kelurahan Kertapati tic%ak 1c(liketahm
secara pasti berkembang atau tidak adase.una sekeil. FZ tor t);a;;lg(
~ menyebabkan wakaf berkembang atau tidak ber 1::111 :lngen ™
1 dapat disimpulkan. Demikian pula hal yang berkaita teg ¥
pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (mana‘}elnnen)‘ yang .p
. taf di kelurahan iniSehingga tidak
R rergetans® x dapat memberikan
B i bends waka itu lenyap dan/atau cap

" kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat seh;zrnyt g
:di . ey yayas:ia:rlgai masyarakat yang tidak
Mengetal akaf di Indonesia yaitu
1 et peraturz;l te’?:;nui W2004 tentang Wakaf.

or S,
1 ?ﬁdang-Undir;%a }E;’:: benda wakaf di kelurahan ini tidak ada
seng

3
2
i

 lainnya Hal ini berhubungan

e : indo., Kertapati, Palembang, 6
18 .+ Lurah Kemas Rindo,
186Wawancara, Sartono Damirl,
~&lober 2017
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karena tidak ada asset hartd benda wakaf di kelurahan j,;
Sehingga tidak ada sengketa wakaf oy,
rjadinya sengketa wakaf. |
terdapat data yang memberikap, |
rusi wakaf di Kelurahap,

teruma wakaf tanah.
faktor yang menyebabkan te
Demikian pula tidak

keterangan tentang Nazhir yang mengtl i
Kertapati menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak

harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaa
yang baik atau tidak bagi masyarakat sekltz‘irﬁya, s.;erta manfaat
yang diberikan dari harta wakaf itu sendiri bagi m.?syarakat
yang ada di Kelurahan Kertapati, karena memang tidak ada
perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan ini.

4. PELAKSANAAN PERWAKAFAN DI KABUPATEN
BANYUASIN
Dalam kehidupan beragama diperintahkan untuk
melakukan kebaikan terhadap sesama, dalam Islam berwujud
kepada pemberlakuan hukum wakaf. Untuk itu perlu diteliti
praktik wakaf yang berkembang di Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan. Sampel penelitian mengambil di Kecamatan
Banyuasin 1 dengan mengambil Kelurahan Mariana dan
Mariana Ilir dengan lokasi beberapa desa. Namun karena
terdapat kendala di lapangan, ada satu desa yang tidak dapat
diambil datanya.
Gambar 15
Kantor Kecamatan Banyuasin 1
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,. Praktik Wakaf di Kecamatan Banyuasin 1

Menurut Syafii, Kesubag Pemerintahan Kecamatan
Ban}ruasiﬂ 1, bahwa wakaf yang dilakukan oleh masyarakat
adalah wakaf untuk pembangunan.187 Pada zaman dahuluy,
wakaf dilakukan secara lisan tidak diadministrasikan, dengan
akad “aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid”.
pada kenyataannya di masyarakat sekarang ini timbul sengketa
tanah wakaf, maka untuk itu perlu diadministrasikan agar
terpelihara tanah wakaf tersebut sesua peruntukkannya yang
dikehendaki oleh wakif.

Lokasi Kelurahan dan desa yang diambil sampel praktik
wakaf untuk mengetahui status tanah wakaf dan kemaslahatan
peruntukannya bagi masyarakat setempat sebagai berikut.

a. Kelurahan Mariana
Kondisi perkantoran kelurahan Mariana, Banyuasin
lbeserta struktur nama-nama Ketua Rukun Tetangga dan
Rukun Warganya sebagai berikut.
Gambar 16
Kantor Lurah Mariana, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

187Wawancara, Syafi'i, Kasubag pemerintahan Kecamatan Banyuasin 1, I

November 2017, Rabu, 12.10-13.30
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Prakt'lk wakaf di Kelurahan Mariana tidak diketahui
secara pastl berkembang atau tidak ada sama sekali. Faktor
ang menyEbabka.n wakaf berkembang atau tidak berkembang
rdak dapat disimpulkan. Berkaitan dengan pengelolaan wakaf,
la pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan
wakaf didesa ini.Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu
lenyap dan/atau dapat  memberikan kemaslahatan
perkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Tidak diketahui secara pasti masyarakat berwakaf uang
diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat lainnya.
Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang tidak
mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Masalah sengketa harta benda wakaf didesa ini tidak ada
karena tidak ada asset harta benda wakaf di kelurahan ini,
terutama wakaf tanah. Sehingga tidak ada sengketa wakaf serta
faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf.

Demikian pula tidak terdapat data yang memberikan
keterangan tentang N azhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan

Mariana telah menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak.
lah memberikan manfaat

Harta benda wakaf yang ada di ini te
ekitarnya. Demikian pula

yang baik atau tidak ba gi masyarakat s
manfaat yang diberikan dari harta wakaf itu sendiri bagi

masyarakat yang ada di jana, karena memang

tidak ada aset harta benda W

Kelurahan Mar
akaf di desa ini.

b. Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana
wakaf tanah di Kelurahan

Terkait dengan data tentang
Mariana ini belum didapatkan, karena pada saat peneliti datang
ke Kantor KUA Kelurahan Mariana, Kepala KUA nya tidak ada
di tempat, sementara para stafnya tidak mengetahui data yang
ada. Dengan demikian dapat dikatakan, meskipun terdapat data

maupun aset harta benda wakaf

tentang aset wakaf tanah
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lainnya di Kelurahan Mariana, namun tidak teradministras- =
dengan baik. Hal ini terbukti masih mengandalkan dari
keterangan Kepada KUA yang bersangkutan.

¢. Kelurahan Mariana Ilir
Pada saat peneliti datang ke Kantor Lurah Marian, Llir,

kantor tutup sehingga data yang diperlukan bagi penulisan
laporan akhir penelitian ini tidak didapatkan.

1) Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir
Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir meskipun
bangunannya merupakan wakaf dari masyarakat namun statys
tanahnya adalah milik PT. Pertamina. Tertera dalam gambar
kondisi Kantor KUA Kelurahan Mariana Tlir.
Gambar 18

Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir, Banyuasin 1,
Banyuasin, Sumatera Selatan

| 'l__’!':""(t :-"-:-#"‘:ll ' ‘) s AelR

Lo g 1VT0R |
NAT

-

S Ak A
HEATE 1, AT

-—

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA
Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin 1, Abdurrasyid
Toyib, bahwa aset tanah wakaf di Kelurahan Mariana Ilir belum
tercatat. Hal ini dikarenakan letak kelurahan ini merupakan
bagian dari tanah milik PT. Pertamina. Masyarakat hany?
memiliki hak atas bangunan bukan hak atas tanah. Sehingg?
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2k ada wakaf tanah di kelurahan ini.189 Jenis wakaf yang
ing diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Mariana Ilir
ridak terdata, sehingga tidak ada aset harta benda wakaf di
kelurahan ini, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar
atau tidak terdaftar tidak ada.

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di Kelurahan
Mariana Ilir, Banyuasin 1 belum diketahui, sehingga tidak dapat
disimpulkan sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum
dalam melaksanakan  perwakafan menurut peraturan
perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data
yang didapat tidak ada informasi tentang kapan wakaf
dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga
berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya
dilakukan oleh wakif atau mengangkat orang Jain sebagai
Nazhir.
Praktik wakaf diKelurahan Mariana Ilir tidak diketahui
secara pasti berkembang atau tidak adasama sekali. Faktor yang

babkan wakaf berkembang atau tidak berkembang tidak
al yang berkaitan dengan

tid

menye
dapat disimpulkan. Demikian pula h
an wakaf, pola pengelolaan (manajemen) yang tepat
af di kelurahan ini tidak dapat

Sehingga tidak diketahui benda
memberikan kemaslahatan

pengelola
bagi pengembangan wak
t diidentifikasi secara jelas.
 wakaf itu lenyap dan/atau dapat

berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.
Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa

. masyarakat berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan,
'E  pesantren, atau tempat lainnya. Hal ini berhubungan dengan
~ Masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang
~ wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun
: 2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta benda wakaf
| 1 dikelurahan ini tidak ada karena tidak ada aset harta benda

x ..I‘" X

BdF T

- 189 Wawancara, Abdurrasyid Toy
e IMBanyuaﬂn 1, Banyuasin, Sumatera Se

ib, Kepala Kantor Urusan Agama, Kelurahan
latan, 17 Oktober 2017
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wakaf di kelurahan ini, terutama wakaf tanah. Sehingg, tidaj
adasengketa wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadiny,
sengketa wakaf.

Demikian pula tidak terdapat data yang mﬂ‘mberikan
keterangan tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahg),
Mariana Ilir telah menjalankan amanahnya dengan baik atyy,

tidak, harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikap
manfaat atau tidak bagi masyarakat sekitarnya. J'

2) Desa Sungai Gerong
Desa Sungai Gerong merupakan salah satu desa yang ada

di Kelurahan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan. Letak geografis Desa Sungai Gerong
berbatasan dengan Kotamadya Palembang. PT. Pertamina
mengklaim bahwa Desa Sungai Gerong bukan sebagai desa,
karena termasuk ke dalam wilayah Kotamadya Palembang
sebagai daerah yang tanahnya milik PT. Pertamina yang
berlokasi di Kotamadya Palembang.

Gambaran umum tentang Desa Sungai Gerong Kecamatan
Banyuasin 1 berkaitan dengan kondisi umum, yaitu letak
geografis desa, kondisi aset, ekonomi, sarana pembangunan,
demografis/kependudukan, struktur pemerintahan dan urusan

pemerintahan tertera di dalam gambar dan bagan di bawah ini.
Gambar 19
Lurah Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan
Julita Ningsih
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Gambar 20
Kondisi Umum

Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

Gambar 21
Kondisi Aset dan Sarana Pembangunan
Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan
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Gambar 22

Kondisi Demug’afiquependu'du
Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasit, Sumatera Selatan

kan

Gambar 23
Kondisi Urusan Pemerintahan
DesaSungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan
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Gambar 24
Struktur Pemerintahan

Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

F
|

Menurut Kepala Desa Sungai Gerong, Julita Ningsih,
bahwa di desa ini tidak ada aset harta benda wakaf, karena
ketika didaftarkan wakaf disuratkan menjadi hibah.190 Adapun
bangunannya berstatus hibah. Seluruh aset tanah di desa.Sungai
Gerong milik Pertamina. Pada zaman stempek (pemermtal'.tan
Belanda) masyarakat mendirikan rumah lalu PT. Pertamina

pasang pasak, diklaim sebagai tanah milik PT. Pertamina,

sehingga masyarakat hanya menmiliki hak atas bangunan bukan
hak milik atas tanah. . .

Seluruh aset tanah di desa ini milik PT. Pertamina. |
Masyarakat hanya memiliki hak atas bangunan bukan hak atas

: 1 tanah, Sehingga tidak ada wakaf tanah di desa‘ini. Jenis wakaf
¥ yang diberikan oleh masyarakat di Desa Sungai .Geror}g adalah
‘a bangl-man yang berasal dari wakaf, dan ketlké.l disuratkan
) men;a di Hibah. Sehingga dapat dikatakary, bahwa tidak ada aset

- benda wakaf di desa ini, demikian juga jumlah tanah
: _ h..l Iti yang tor: daftar atau tidak terdaftar tidak ada.

ta Ningsih, Kepada Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1,

190 Wawancara, Juli e erbet 2017

asin, Sumatera Selatan,
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Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di Desa Sungs;
Gerong, Banyuasin 1 berupa hibah, sehingga tidak dapa
disimpulkan sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum
dalam melaksanakan perwakafan menurut  peraturap
perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data
yang didapat bahwa sejak dahulu masyarakat telah melakukan
wakaf. Berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya,
oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir tidak

didapatkan keterangan mengenai hal itu.
Praktik wakaf di Desa Sungai Gerong tidak diketahui
tidak ada sama sekali. Faktor

secara pasti berkembang atau
mbang atau tidak berkembang

yang menyebabkan wakaf berke

tidak dapat disimpulkan. Demikian pula hal yang berkaitan
pengelolaan (manajemen) yang

dengan pengelolaan wakaf, pola
af di desa ini. Sehingga tidak

tepat bagi pengembangan wak
diketahui benda wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan

kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.
Tidak diketahui secara pasti masyarakat berwakaf uang

diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat
lainnya.Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang tidak
mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Masalah sengketa harta benda wakaf didesa ada, yaitu
berkaitan dengan tanah kantor Kepala Desa Sungai (erong.
Bangunanya berasal dari wakaf Kepala Desa, sementara
tanahnya milik PT. Pertamina. Dahulu sebelum diklaim PT.
Pertamina tanah yang didirikan Kantor Desa Sungai Gerong
adalah tanah wakaf.

Tidak ada data yang memberikan keterangan tentang
Nazhir yang mengurusi wakaf di Desa Sungai Gerong telah
menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak. Harta benda
v'wakaf JooE ada di ini telah memberikan manfaat yang baik atat
tidak bagi masyarakat sekitarnya. Demikian pula tidak ada 1
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o Jangsung diberikan ke tempat yang memerlukan bantuan,
A Pem masjid, m.ushola, yayasan dan sebagainya. Masyarakat
elum bahkan tidak mengetahui tentang peraturan tentang
wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. Masyarakat berwakaf melakukannya atas
dasar kesadaran untuk kepentingan bersama yang didasari
(eimanan dalam melaksanakan perintah ajaran agama Islam.
Masalah sengketa harta benda wakaf di desa ini tidak

ada, karena meskipun tidak didata atau dicatat di kantor desa,
namun masyarakat mengetahuinya dari mulut ke mulut (lisan).
Sangat dianjurkan agar pihak kantor desa untuk mendata aset
narta benda wakaf yang ada di Desa Sungai Rebo ini. Untuk
mengantisipasi apabila pihak-pihak yang melakukan akad
wakaf, saksi wakaf dan Kepala Desa saat itu sudah meninggal
dunia. Ada data otentik karena teradministrasi di Kantor Desa.

Data menunjukkan bahwa yang menjadi Nazhir yang
mengurusi wakaf tanah di Desa Sungai Rebo ini adalah Nazhir
yang sesuai dengan manfaat masing-masing dari wakaf tanah.
Berdasarkan pada data bahwa tidak ada sengketa dan
peruntukan wakaf tanah tersebut tetap ada, dapat disimpulkan
bahwa Nazhir masing-masing jenis wakaf di Desa Sungai Rebo
telah menjalankan amanahnya dengan baik. Harta benda wakaf
yang ada telah memberikan manfaat yang baikbagi masyarakat
sekitarnya. Manfaat yang diberikan dari jenis harat benda wakaf
tanah manfaatnya terus berkelanjutan kemaslahatannya bagi
masyarakat yang ada di Desa Sungai Rebo. Aset harta benda
. wakaf tanah di desa ini sangat banyak, dan manfaat
- Peruntukannya bermacam sesuai kebutuhan masyarakat desa,
' w‘“ untuk peribadatan, pendidikan, pekuburan umum, jalan
‘umum, dan kesehatan.
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5. STATUS HARTA BENDA WAKAF DI PALEMBANG DAN
BANYUASIN YANG BERKEMASLAYH ATAN
MASYARAKAT

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan
memanfaatkan hasilnya. Agar manfaat benda wakaf dapat terysg
berkesinambungan, perlu pengelolaan yang baik dar; badan
pengurus wakaf yang disebut Nadzir. Harta yang e,
diwakafkan oleh seseorang, berarti telah lepas darj hak
miliknya dan menjadi kepunyaan Allah SWT, artinya walaupun
manfaatnya dapat diambil oleh masyarakat umum, tetapi bend,
tersebut tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Nazhir hanya orang
dan/atau badan hukum yang diberikan kepercayaan untuk
menjaga aset harta benda wakaf agar dapat terus bermanfaat
bagi masyarakat sekitarnya.

Tanpa adanya badan pengelola dan pengurus wakaf,
biasanya wakaf terbengkalai dan kurang pemanfaatnya bagi
kemaslahatan umat manusia. Di beberapa negara terutama di
negara yang berpenduduk mayoritas Islam, wakaf sangat
mendapat perhatian pemerintah seperti di Mesir, Turki, Tunisia,
India dan Pakistan.193

Penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui wakaf
di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kotamadya
Palembang dan Kecamatan Banyuasin dengan masing-masing
kelurahan dan desa, ada yang mendapat perhatian dan ada
yang tidak dari pemerintah. Hasil yang didapatkan secara
umum dapat disimpulkan bahwa pemerintahan di wilayah
masing-masing belum mengadministrasikan harta benda wakaf
yang diberikan masyarakat untuk kepentingan lingkungan
sekitarnya. Kalaupun ada hanya sebatas diketahui secard
informasi dan lisan dari masing-masing masyarakat
wilayahnya. Bahkan ada perangkat pemerintahan yang tidak

193 Suparman Usman, Op.Cit., Hal. 97
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kaf dan Perwakaf : :
kum Wa an di Indonesia, A. Faj
HUE 1, PT. GBI (Anggota IKADI), Surabaya, lggoalsal Hagq, et

Jkum wakaf, Muhammad Abid Abdullah al Kabisi
Press, Jakarta. 2004 al Kabisi, [IMAaN

Hukum Wa](af di IndUnESia_, Imam Suhad" D L ,
Yogyakarta, 1985 I, Dua Dimensi,

Hukum Wakat, Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, IIMAaN
Press, Jakarta, 2004

Hukum Perwakafan Di Indonesia, Suparman Usman, Darul
Ulum Press, Jakarta, 1999

http:/ / WWW. gemabaiturrahman.com /2013 /04/penggunaan-
harta-wakaf-dalam-islam.html (online) diaksestanggal 1

Maret 2014

http: / /badanwakafsirojulmunir.org/ pengertian-
wakaf/ diakses, tanggal 1 Maret 2014

http:/ / badanwakafsirojulmunir.org /pengertian-
wakaf/diakses, tanggal 1 Maret 2014

Ilmu Ushul al-Figh, Abdul Wahab Khallaf, Dar al-Kuwaitiyah,
1968

Indonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya,
Dinas Pariwisata Palembang, 2000

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam

1 to Human Welfare, dalam Khursid
a, Studies in Islamic Economic, The
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